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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURGEDE,

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan  prinsip  kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran [uran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
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Pengawnsan  Pengelolann  Kenangan  Desa  (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeral Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdaynan Masyarakat Desa( Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 2633)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan  Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa dan  Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indoncsm
Tahun 2025 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penataan dan Penctapan Desa (Lembaran Dacrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 6) scbagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
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Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 14);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi
Dacrah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan
Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan
Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan
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(Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan lainya yang sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan lainya, Jaminan Sosial, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor
18);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Taca
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 Nomor 31);

Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede
Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2019
Nomor 2) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan
peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa
Sumurgede Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sumurgede
Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumurgede
Tahun 2024 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 4);



39 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgede Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 No.7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE
dan
KEPALA DESA SUMURGEDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Jumlah Anggaran Rp. 3.501.849.862
Pendapatan

b. Jumlah Realisasi Rp. 3.499.996.724
Pendapatan

SELISIH LEBIH PENDAPATAN Rp. 1.853.138

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Jumlah Anggaran Rp. 1.295.861.083
2) Jumliah Realisasi Rp. 1.282.262.830
Selisih Lebih Rp. 13.598.253
b. Bidang Pembangunan Desa
1) Jumlah Anggaran Rp. 1.659.872.000
2) Jumlah Realisasi Rp. 1.659.872.000
Selisih Lebih Rp. 0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Jumlah Anggaran Rp. 269.309.700
2) Jumlah Realisasi Rp. 268.309.700
Selisih Lebih Rp. 1.000.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Jumlah Anggaran Rp. 183.044.536



2) Jumlah Realisasi Rp. 135.544.536

Selisih Lebih Rp. 2.500.000

e. Bidang Tak Terduga
1) Jumlah Anggaran Rp. 154.295.499
2) Jumlah Realisasi Rp. 153.516.000
Selisih Lebih Rp. 779.499
Jumlah Anggaran Belanja Rp. 3.517.382.818
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 3.499.505.066
Selisih Lebih Rp. 16.024.614

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Jumlah Anggaran Rp. 25.532.956
2) Jumlah Realisasi Rp. 25.532.956
Selisih Lebih Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Jumlah Anggaran Rp. 10.000.0000
2) Jumlah Realisasi Rp. 10.000.000
Selisih Lebih Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0
4. Jumlah Sisa Lebih Rp. 16.024.614

Perhitungan Anggaran (SiLPA)
(Enam Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Belas
Rupiah)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Priode 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran 2024,
c. Lampiran 111 : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan

Program lainya yang masuk ke Desa.
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Lampitan sebagaiinana dimaliand dalain pasal O menipakan baglan yang
tidak terpienhkan daci Peraturan Dean 1nl,

Pasnl B
Peraturan Desa int mulal berlalon padn tanggal diundanglan,

Apgar aetiap orang mengetahul, memerintahlan pengundangan Peraturan
Dena ini dalam Lembacan Dean BUMURGIEEDI,
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